
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1176, 2018 KEMENLU. Organisasi Profesi Jafung. 

 

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf 

n dan Pasal 40 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Jabatan Fungsional Diplomat, Pasal 40 ayat (2) huruf n dan 

Pasal 41 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang 

Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, Pasal 40 ayat (2) huruf 

n dan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018 

tentang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang 

Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Binaan 

Kementerian Luar Negeri; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang 

Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan 

Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal 

Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on 

Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna 

Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition 
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of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina 

mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol 

Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan 

(Vienna Convention on Consular Relations and the Optional 

Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations 

concerning Acquisition of Nationality, 1963) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang 

Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (Convention 

on Special Missions, New York, 1969), (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3212); 

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang 

Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6139); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 
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7. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2016 tentang 

Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 100); 

8. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang 

Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; 

9. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 

SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia 

di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan 

Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 

Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265); 

10. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 590); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Jabatan Fungsional Diplomat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 126); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang 

Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 336); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 2018 

Nomor 337); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN 

FUNGSIONAL. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Organisasi Profesi adalah suatu wadah dari praktisi yang 

mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan 

fungsi sosial yang tidak dapat dilaksanakan secara 

terpisah sebagai individu dan 

menilai/mempertimbangkan seseorang atau yang lain 

mempunyai kompetensi profesional sesuai standar yang 

telah ditetapkan. 

2. Jabatan Fungsional Diplomat adalah jabatan yang 

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi 

dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri dan 

Perwakilan Republik Indonesia. 

3. Pejabat Fungsional Diplomat yang selanjutnya disebut 

Diplomat adalah pegawai negeri sipil yang diberikan 

tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk 

melaksanakan kegiatan diplomasi dalam 

penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri. 

4. Jabatan Fungsional Penata Kanselerai adalah jabatan 

yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, 

dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan 

kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, 

barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di 

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik 

Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan 

konsuler. 

5. Pejabat Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya 

disebut Penata Kanselerai adalah pegawai negeri sipil 

yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang 

untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang 

meliputi penataan keuangan, barang milik negara, 

ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar 

Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk 
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mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler. 

6. Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik adalah 

jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung 

jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi 

diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta 

monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik 

di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik 

Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan 

konsuler. 

7. Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang 

selanjutnya disebut Pranata Informasi Diplomatik adalah 

pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung 

jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi 

diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta 

monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik 

di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik 

Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan 

konsuler. 

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang luar negeri. 

 

BAB II 

ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL 

 

Pasal 2 

(1) Kementerian Luar Negeri memfasilitasi pembentukan 

Organisasi Profesi: 

a. Jabatan Fungsional Diplomat; 

b. Jabatan Fungsional Penata Kanselerai; dan 

c. Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik. 

(2) Fasilitasi pembentukan Organisasi Profesi jabatan 

fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasal 3 

(1) Diplomat wajib berhimpun dalam wadah Organisasi 

Profesi Jabatan Fungsional Diplomat. 

(2) Penata Kanselerai wajib berhimpun dalam wadah 

Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kanselerai. 

(3) Pranata Informasi Diplomatik wajib berhimpun dalam 

wadah Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pranata 

Informasi Diplomatik. 

(4) Menteri mengukuhkan 1 (satu) Organisasi Profesi bagi 

masing-masing jabatan fungsional berdasarkan 

keputusan kongres. 

(5) Tugas Organisasi Profesi jabatan fungsional meliputi:  

a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;  

b. memberikan advokasi;  

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas 

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi; dan 

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan maksud, 

tujuan, dan kegiatan Organisasi Profesi. 

(6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) huruf a ditetapkan oleh Menteri 

atas usulan Organisasi Profesi. 

 

BAB III 

TATA CARA USUL PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI 

JABATAN FUNGSIONAL 

 

Pasal 4 

(1) Usul pembentukan Organisasi Profesi jabatan fungsional 

diwujudkan dalam bentuk kajian yang paling sedikit 

memuat: 

a. rancangan Anggaran Dasar; 

b. rancangan Anggaran Rumah Tangga; dan 

c. usulan program kerja. 

(2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh 

unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

pembinaan jabatan fungsional dengan melibatkan 

perwakilan Diplomat, Penata Kanselerai, dan Pranata 
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Informasi Diplomatik. 

(3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal 

sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan 

persetujuan.  

(4) Persetujuan usul pembentukan Organisasi Profesi 

jabatan fungsional ditindaklanjuti dengan pelaksanaan 

kongres. 

 

BAB IV 

HUBUNGAN KERJA ANTARA KEMENTERIAN LUAR NEGERI 

DENGAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL  

 

Pasal 5 

(1) Hubungan kerja antara Kementerian Luar Negeri dengan 

Organisasi Profesi jabatan fungsional merupakan bersifat 

fasilitatif, koordinatif, dan sinergis untuk 

penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional.  

(2) Dalam melaksanakan hubungan kerja tersebut, 

Kementerian Luar Negeri dapat:  

a. memfasilitasi penyusunan dan persetujuan kode etik 

dan kode perilaku profesi; 

b. menjalin kerja sama dalam penegakan kode etik dan 

kode perilaku profesi, penyusunan standar 

kompetensi profesi, penyelenggaraan uji kompetensi, 

dan pengembangan profesi melalui ilmu 

pengetahuan, teknologi dan inovasi; 

c. memberikan dukungan pembiayaan program kerja 

yang berhubungan dengan peningkatan standar 

kualitas dan profesionalitas jabatan; 

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan tugas dan wewenang Organisasi 

Profesi; dan 

e. memberikan saran terhadap pelaksanaan program 

kerja. 

(3) Kementerian Luar Negeri melaksanakan hubungan kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui 
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keterwakilan dalam Dewan Penasihat pada Organisasi 

Profesi.  

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 21 Agustus 2018 

 

MENTERI LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

RETNO L.P. MARSUDI 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 29 Agustus 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

              ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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